
BUPATI TASIKMALAYA 
PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 87 TAHUN 2022 

TENTANG 

PENGELOLAA LAPO HARTA KEKAYAAN PE EL GGARA NEGARA 
DAN LAPORAN HA A KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA 

Menim ban g 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a. bahwa dalam upaya pencegahan penyal h naan 
wewenang, bentuk transparansi Penyelen gg a Negara 
dan Aparatur Sipil Negara, dan pen guatan i tegritas 
Penye enggara Negara an Aparatur Sipil eoara dan 
untu k mewuju dkan terciptanya clean and good 
governance, dip andang perlu menerapkan ebijakan 
pen ampaian Laporan Harta Keka an en elenggara 
Negara dan Laporan Harta Kekayaan Apara tur Sipil 
Negara sesuai ketentuan peraturan perun ang- ndangan 

b . b hwa berdasarkan pertimbangan sebaga· a dimaksud 
dalam huruf a perlu m enetapk n Perat r n Bupati 
te tang Pe g lola Laporan Harta Kekayaan 
Pe yelen ggara N ara dan Laporan Har Kekayaan 
Apara r Sipil Negara; 

1. Undang-Und n g Nomor 14 Ta un 19 0 tentang 
Pem be tukan Daerah-Daerah Kabup ten dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa B t (Berita Negara 
Tahun 1950), s bagaimana telah diu bah dengan Undang-

nd g Nomo 4 Tah n 1968 ten tang Pembentukan 
Kabup ten rwakarta dan Kabupaten Subang dengan 
mengubah Undan g-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pem bent k an Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan ropinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 ten tang Perubahan atas Undang­
Undang Nomor 31 Tahu n 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 200 1 Nomor 134 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4 150); 

4 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang A aratur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik In d esia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahu n 201 4 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara epublik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaha L mbaran 
Negara Repu blik Indonesia Nomor 5587) s b gaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir d gan Undang­
Undang Nom or 11 Tahun 202 0 ten tang Cip ta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 0 or Tahun 2020 
Nomor 245, Ta m bahan Lemb an Negar Republik 
Indonesia Nom or 6573) ; 

6. Un d a ng-Undang Nom or 30 Tahu 
Adm inistra si Pem erin tahan (Lembaran 
Indone ia Tahun 2014 Nom or 29 2, T 

201 4 tentang 
Republik 

Negara Republik In don esia Nom or 560 1) se agaimana 
telah d iu bah b ebera pa kali, terakhir e gan Undang­
Undang Nom or 11 Tahu n 20 20 tenta g Cipta Kerja 
(Lem baran Negara Republik In donesia Nom r Tahun 2020 
Nomor 24 5 , Tambahan Lembaran egara Republik 
Indon esia Nomor 6 573); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik In donesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
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Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 

10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman 
dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nom or 98 5) sebagaiman a telah diubah deng n Peraturan 
Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tah n 2020 
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pem er tasan 
Korup si Repu blik Indonesia Nomor 07 Tahun 016 
tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumu an dan 
Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara egara 
(Berita Negara Republik Indonesia Tah n 2020 
Nomor 572); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya mor 1 
Tahun 20 16 tentang Tata cara Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Lemba ran Daerah K bupaten 
Tasikmalaya Tahun 201 6 Nomor 1) ; 

12 . Peraturan Daerah Kabupaten Tasikma y Nomor 3 
Tahun 20 16 tentang Urusan Pemerin yang menjadi 
kewenangan Pemerintahan Kabupaten Ta ikmalaya 
(Lembara n Daera h Kabupa ten Tasikm a laya ahun 2016 
Nom or 3); 

13 . Peraturan Daerah Kabu paten Tasikm lay Nomor 7 
Ta h u n 20 16 tentang Pembentu kan d Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Ta sikmalaya Tahun 20 16 Nomor 7) sebag 'mana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Pera turan Daerah 
Kabu paten Tasikmalaya Nom or 3 Tahun 2021 ten tang 
Perubahan kedua a tas Peraturan Daerah Nomor 7 
Tahun 20 16 ten tang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lem baran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahu n 2021 Nomor 3); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN 
PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA 
KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PasaI 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah. 

4. Ko isi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya d isingkat KPK adalah 
em a ga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nom r 30 
ahun 2002 tentang Komisi Pem berantasan Tindak Pidana Korupsi 

seba aimana telah beberapa kali diu bah, terakhir dengan Undang-U dang 
N m 19 Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua atas Undang-U dang 
N m ar 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak idana 
Korupsi. 

5. Ap rat Pengawasan Intern Pemerin tah yang selanjutnya disingk t APIP 
ad ah ktorat Daerah yang melaksanakan pengawa an intern 
pem en ta yang bertanggung jawab lang sung kepada Bupati. 

6. Penyelenggara N gara adalah Pejabat Negara yang menj an an fungsi 
eksek tif, legisl t if, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fun i d tugas 
pok kn erkaitan dengan penyelen ggaraan negara a au p . b t publik 
lain ya sesuai denga n ketentuan peraturan perundang-und gan yang 
berl ku. 

7. Aparatur Sipi Negara yang selanjutnya d isingkat ASN adalah rofesi bagi 
pegawai n e eri sip il dan p gawai pem erin tah dengan peIjanjian kerja yang 
beke j a pada instansi pem erintah. 

8. Pegaw i Negeri Sipil yang s lanjutnya d is ingkat PNS adalah wa ga Negara 
Indone ia yang m emenu hi syara t tertent , d iangka t sebagai egawai ASN 
secara te a p oleh Pejabat Pembina Kepegawa ian u ntuk m en d duki jabatan 
pemerintahan. 

9. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak 
bergerak, berwujud a tau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban 
lainnya yang dapat dinilai dengan u ang yang dimiliki oleh Penyelenggara 
Negara beserta istri/suami dan anak tanggungan Penyelenggara Negara, baik 
atas nama penyelenggara negara, istri/ suami, anak tanggungan atau pihak 
lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku 
jabatannya. 

10. Laparan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat 
dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun 
tidak terbatas pada dokumen elektronik ten tang uraian dan rincian informasi 
mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data 
lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. 
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11. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat 
LHKASN adalah dokumen penyampaian daftar harta kekayaan ASN yang 
dimiliki dan dikuasai sebagai bentuk transparansi ASN. 

12. Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya 
disebut Wajib LHKPN adalah Penyelenggara Negara dan I atau pejabat 
strategis di Lingkungan Pemerintah Daerah yang wajib menyampaikan 
LHKPN. 

13. Wajib Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya Wajib 
LHKASN adalah Aparatur Sipil Negara yang tidak wajib menyampaikan 
LHKPN. 

14. Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelen ggara N gara yang 
se nj tnya disebut Unit Pengelola LHKPN adalah sebuah satuan tuga s yang 
akan menjadi mitra kerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam m lakukan 

en gelolaan LHKPN di lingkungan Instansi. 

BAB II 
APORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA 

DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA 

Bagian Kesatu 
Wajib LHKPN dan Wajib LHKASN 

Pasal2 

Wajib L K N di lingkungan Pemerintah Daerah adala h : 

a. Bupati; 

b. Wakil Bupati; 

c. Peja a t Pimpi an inggi Pratama; 
d. Peja a t Fu ngsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan 

Pem ri tahan di Da erah pada Inspek tora t Daerah; 
e. Pejaba t Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah/ Kelompo Ke 'a Unit Layanan 

Penga aan; 

f. Pejabat emb a t Komitm en; 

g. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan; 

h. Bendahara Pen erimaan; dan 

1. Bendahara Pengeluaran. 

Pas al 3 

(1) Wajib LHKASN adalah PNS di lingkungan Pemerintah Daerah, terdiri a tas: 

a. Pejabat Administrator; dan 

b. Pejabat Pengawas. 
(2) PNS yang merupakan Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak wajib menyampaikan LHKASN. 
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Bagian Kedua 
Penyampaian LHKPN 

Pasa14 

(1) Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menyampaikan LHKPN 
pada saat: 

a. pengangkatan pada saat pertama kali menjabat; 
b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun; 

c. pengangka tan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; 
atau 

d. m a sih m enjabat. 

(2) LH PN ebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pa ling lamb at 
3 (t iga) bulan terhitung sejak sa a t pengangkatan pertama/berakhirnya 
j ba tan/pensiun/pengangkatan kem bali setelah berakhirnya mas a j b tan 
a ta u pensiun. 

(3) Pe yampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat ·lakukan 
se ar periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang 
dip roleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Dese b r. 

(4) LHKP sebagaimana d imaksud pa da aya t (3) wajib disampaikan dalam 
jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. 

Pasal 5 

Penyampai LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksan an sesuai 
ketentuan peratur n perundang-undangan secara lektronik me alui A likasi e­
LHKPN p da alama t www. elhkp n.kpk.go.id. 

Ba gian Ketiga 
Penyampaian LHKASN 

Pasal 6 

(1) Wajib HKASN sebagaimana dimasud dalam Pasal 3 m engisi formulir 
LHKASN ecara darin g m elalui aplikasi www.siharka.menpan.go.id. 

(2) Pengisian formulir seba gaimana dimaksud pada ayat (1 ) dilakukan setelah 
mendapat user dan password dari Inspektorat Daerah. 

(3) Penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat: 
a. 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan; 

b. 1 (satu) bulan setelah diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi; dan 

c. 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan. 

BAB III 
PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA 

DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA 

Pasa17 

(1) LHKPN dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi 
kepegawaian. 
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(2) Dalam mengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan fungsi kepegawaian mempunyai tugas: 
a . berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap 

Wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya 
serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN melalui www.elhkpn.kpk.go.id; 

b. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib 
LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahunnya; 

c. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada huruf b ke 
dalam aplikasi e-LHKPN; 

d. meng'n gatkan wajib LHKPN di lingkungan instansiny u tuk mematuhi 
kewajiban penya m paian dan pengum u man LHKPN; d an 

e. enyampaikan laporan pada setiap a khir tahun men genai pelaksanaan 
t gas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan hur d . atas 

epada KPK. 
(3) P n elolaan sebagaimana dimaksu d pada ayat (2) dilakukan oleh Unit 

P g lola LHKPN. 
(4) U it engelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ite tapkan 

de gan Keputusan Bupati. 

Pasal 8 

(1) LHKA ikelola oleh Inspektorat Daerah. 
(2) Dalam engelola LHKASN sebagaim ana dimaksud pada aya ,In ektorat 

Dae ah mempunyai tugas: 
a . erkoordina si dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatu r Negara 

eformasi Birokras i terkait LHKASN; 
b. en ginga tkan Wajib LHKASN u n tuk m ematuh i kewaji an pen ampruan 

LHKAS ; 
c. m e fa sirtasi pen gumpu lan formu lir LHKASN yang tel diisi leh Wajib 

L SN; dan 
d . m eny lenggarakan verifika si a tas kewajaran LHKASN. 

(3) Pengelolaan seba ga im ana dimaksu d pada ayat (2) dilakukan ole Tim. 
(4) Tim sebagaimana d imaksud pada ayat (3) d itetapkan den gan Keputusan 

Bupati. 

BABIV 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 9 

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan 
penyampaian dan pengelolaan LHKPN dan LHKASN. 

(2) Pembinaan dan pengawasan secara teknis administrasi sebagaimana 
dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh APIP. 

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi: 
a. melakukan monitoring kepatuhan penyampaian LHKPN dan LHKASN; 
b. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi 

kepegawaian dalam rangka pelaksanaan tugas monitoring kepatuhan 
penyampaian LHKPN; 
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c. rne1akukan perneriksaan dengan tujuan tertentu jika terdapat indikasi 
adanya ketidakwajaran; dan 

d. rnelaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati. 

Pasall0 

Kepala Perangkat Daerah rnelakukan pernbinaan dan pengawasan atas 
pelaksanaan pengelolaan LHKPN dan LHKASN di lingkungan kerjanya rnasing­
rnaslng. 

(1) an si diberikan terhadap: 

BABV 
SANKS I 

Pasal 11 

a . Wajib LHKPN dan Wajib LHKASN yang tidak rne1aporkan LHKPN dan 
LHKASN; dan 

b. AP P yang rnernbocorkan harta kekayaan LHKPN dan LHKASN. 
(2) Pe jatuhan sanksi terhadap PNS yang rnerupakan Wajib LHKPN da Wajib 

LH SN serta APIP sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dilaku a seSUaI 
ketentuan peraturan perundang-undangan rnengenai disiplin PN 

Pasal 12 

Dalarn h NS yang rnerupakan Wajib LHKPN dan Wajib LHKASN tidak m ernenuhi 
kewajiban penyampaian LHKPN dan LHKASN, terhadap yang ersangkutan 
dilakukan peninja an kern bali (penundaan/ pernbatalan) pengangkatan dalarn 
jabatan ~tru u al l ungsion al sesuai ketentuan peraturan perun dang-u ndangan. 

BAB VI 
PEMBIAYAAN 

Pa sal 13 

Biaya yang ike1uarkan dalam rangka pe1aksanaan peng lolaan LHKPN dan 
LHKASN dibeban kan pada An ggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pa sal 14 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Tasikrnalaya 
Nornor 22 Tahun 2017 ten tang Laporan Harta Kekayaan Penye1enggara Negara 
dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pernerintah 
Kabupaten Tasikmalaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 15 

Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pad a tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Diunda gkan di Singaparna 
pada tangga l I1J Juli. 2 22 

SIKMALAYA, 

.' 
BERITA DAERAH KABUPATENTASIKM 

Ditetapkan di Singaparna 
pada tanggal 11 Juli 22. 

A TAHUN 2 22 N MOR 87. 
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